BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang: a.

Mengingat :

o=

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kepala daerah
wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam
kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada Tanggal 4 Nopember 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52727);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
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dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor
1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2010 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2013 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2013 Nomor 5/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor
6/E.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Rumah Sakit
Umum Daerah Tipe B Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Rpl1.614.127.487.529,00
2. Belanja Daerah: Rpl1.771.841.455.640,00
Surplus/Defisit Rp(157.713.968.111,00)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp166.876.468.111,00
b. Pengeluaran Rp9.162.500.000,00

Pembiayaan netto Rpl157.713.968.111,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp122.079.312.247,00;
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp1.137.833.826.900,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah
Rp354.214.348.382,00.
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah, sejumlah Rp24.361.901.696,94;
b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp16.780.396.775,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
sejumlah Rp1.504.641.369,99;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah
Rp79.432.372.405,07.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah
Rp145.651.880.900,00;
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp888.673.426.000,00;
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp103.508.520.000,00.
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah, sejumlah Rp1.578.530.000,00;
b. Dana Darurat, sejumlah Rp0,00;
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya, sejumlah Rp70.147.921.214,00;
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah
Rp265.240.113.000,00;
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e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya, sejumlah Rp17.083.867.000,00;
f. Lain-lain Penerimaan Rp163.917.168,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,
terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp992.865.757.038,00;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp778.975.698.602,00.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis belanja:

. Belanja Pegawali, sejumlah Rp835.937.228.266,69;

. Belanja Bunga, sejumlah Rp6.356.249.590,51;

. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00;

. Belanja Hibah, sejumlah Rp23,569.520.000,00;

Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp200.000.000,00;

Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp2.000.000.000,00;

g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp122.644.408.163,80;
h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp2.158.351.017,00.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

2 S T o T o

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp139.759.841.851,00;

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp230.353.783.995,00;
c. Belanja Modal, sejumlah Rp408.862.072.756,00.

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan, sejumlah Rp166.876.468.111,00;

b. Pengeluaran, sejumlah Rp9.162.500.000,00.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA),
sejumlah Rp90.956.706.711,00;

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp5.222.256.038,00;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah
Rp70.180.912.000,00;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00;

f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00.

g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp516.593.362,00.




terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

9. Lampiran IX

4. Lampiran IV :

7. Lampiran VII :

8. Lampiran VIII:
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp500.000.000,00;
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp8.662.500.000,00;
c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp0,00;
d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
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Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-lain;

Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan @ Tahun  Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Lapiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

LampiranXIll : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan
belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

Tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja

tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

a. kas yang tersedia Menggunakan dana dari hasil penjadwalan
ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran belanja; dan/atau

b. Manfaat uang

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersediadalam tahun anggaran berjalan;
dan



b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan masyarakat.
(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 4 DEC 2014

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 94 DEC 2014

N « MOHNI
I VGKAY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014

NOMOR 3/#






